
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESTA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO5

TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menyelenggarakan sisteur informasi
keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dan
dapat dipertanggungjawabkEul, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datam hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Pemennta|
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahari Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a438);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr 4576]i',

b

2

3

MEMUTUSKAN



Menetapkan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Pasal I

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN
TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

ATAS
2005

(1)

Ketentuan Pasal 17 dalam peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(ltpl*"1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembiran Negara Repubrik Indonesia Nomor
+576), diubah sehingga berbunlyi sebagai berikut:

pasal 17

Dalam hal pemerintah Daerah tidak menyampaikan
Informasi Keuangan Daerah sebagaimu.r. " 

dimaksud
dalam Pasal 2 hingga batas waktlu yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam pasar i, diberikan
peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan.

Peringatan tertuiis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan paling rama- 15 (lima beras) hari tlrhitung
setelah tanggal batas waktu yang ditetapiran.

Daiam hal pemerintah Daerah tidak menyampaikan
Informasi Keuangan Daerah dalam jangka *"tt, 30 (tiga
puluh) hari setelah diterbitkannya piringatan tertulis
sebagaimana dimaklud pada ayat (l), Menleri Keuangan
menetapkan sanksi berupa penundau., p..ryr.luran Dana
Perimbangan setelah berkoordinasi d"";;; Menteri
Dalam Negeri.

(2)

(3)

Pasal II

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar



PRESID E N
REPUBLIK INDONESIA
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Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah inr. dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indcnesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di .Iakarta

pada tanggal 30 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201O NCMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Perundang-undan gan
,konomian dan Industri,

NUGROI{O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2OO5

TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERq,H

Dengan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan dapat mendorong
Pemerintah Daerah untuk iebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan
penyusunan APBD -dan pelaporan keuangan daerah sehingga rlapat
tercipta kepastian hukum.

il. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

I UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan
fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan desentralisasi.

P^l* rangka mendukung percepatan penyampaian Informasi Keuangan
Daerah dari Pemerintah Daerah kipada Pemerintah Rrsat perlu dilakukan
perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian,
prosedur pemberian peringatan, dan 

"ar,k"i 
yang t_erdapat dallm'peratnran

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem informasi l(euangan
Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5155


